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ABSTRAK

Muhamad Royan Nurhidayat. 201710115162. Penerapan Hukum Dalam
Pelaksanaan Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif.

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, namun asas ini bukanlah asas
monogami mutlak. Poligami dilakukan dalam status hukum darurat dan disertai
persyaratan yang ketat. Persyaratan poligami terdiri dari syarat alternatif dan syarat
komulatif yang diatur dalam Pasal 4 sampai 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan serta Pasal 55 sampai 59 Kompilasi Hukum Islam. Dalam
perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga terdapat
beberapa perkara izin poligami yang tidak memenubhi syarat alternatif namun tetap
dikabulkan permohonan izin poligaminya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum
yang dilakukan hakim dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak
memenubhi syarat alternatif serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari
penerapan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data
sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua penerapan hukum yang dilakukan
oleh hakim dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat
alternatif di Pengadilan Agama Purbalingga. Pertama, pelaksanaan perkawinan
poligami yang dalam perkara izin poligaminya dikabulkan dengan
mengesampingkan syarat alternatif didasarkan pada prinsip penemuan hukum oleh
hakim (rechtvinding) dan konsep Magqashid Al-Syariah. Kedua, pelaksanaan
perkawinan poligami yang ditolak izin poligaminya karena tidak memenuhi syarat
alternatif didasarkan pada fungsi hakim sebagai penegak hukum dalam menjamin
kepastian hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut
berpengaruh terhadap status perkawinan, harta bersama, dan status anak yang
nantinya lahir dari hasil perkawinan poligami.

Kata Kunci : perkawinan poligami, penerapan hukum, syarat alternatif.
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ABSTRACT

Muhamad Royan Nurhidayat. 201710115162. Application of law in the
implementation of a polygamous marriages that do not meet alternative
requirements.

The principle of marriage in Indonesia is the principle of monogamy, but this
principle is not a principle of absolute monogamy. Polygamy is carried out under
a legal emergency status and is accompanied by strict requirements. polygamy
requirements consist of alternative and cumulative terms stipulated in Articles 4 to
5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Articles 55 to 59 of the
Compilation of Islamic Law. In the case of applying for a polygamy permit at the
Purbalingga Religious Court there were several cases where the polygamy permit
did not meet the alternative requirements but the polygamy permit application was
granted.

The purpose of this research is to find out how the law enforcement by judges in the
implementation of polygamous marriages that do not meet alternative requirements
and to find out the legal consequences arising from the application of the law. The
research method used is normative juridical with analytical descriptive
specifications. The data used are secondary data in the from of primary legal
materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are
analyzed qualitatively.

The results showed that there were two law applications carried out by judges in
the implementation of polygamous marriages that did not meet the alternative
requirements in the Purbalingga Religious Court. First, the implementation of a
polygamous marriages in which the polygamy permit is granted by setting aside
alternative conditions based on the principle of legal discovery by the judge
(rechtvinding) and the concept of Maqashid Al-Syariah. Second, the
implementation of polygamous marriages whose polygamous permits are refused
because they do not meet alternative requirements based on the function of judges
as law enforces in ensuring legal certainty. The legal consequences arising from
the application of the law affect the marital status, joint property, and the status of
children who will later be born from the results of polygamous marriages.

Keywords: polygamous marriages, application of law, alternative terms
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